
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) tidak memberikan penjelasan secara rinci

mengenai perkataan strafbaar feit. Istilah strafbaar feit diterjemahkan oleh pakar hukum pidana

Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Diantaranya ada yang memakai istilah delik,

peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana. Perbuatan yang melawan

hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana apabila perbuatan yang

dilarang itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa hukum merupakan rangkaian

peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan

satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib

dalam masyarakat.1

Usman Simanjuntak mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan fisik yang

termasuk ke dalam perbuatan pidana.2 Pendapat Usman Simanjuntak ini cenderung

menggunakan istilah “perbuatan pidana” dalam mengartikan “straffbaar feit”, karena istilah

perbuatan pidana itu lebih kongkret yang mengarah ke dalam perbuatan fisik perbuatan pidana,

karena tidak semua perbuatan fisik itu perbuatan pidana, dan begitu juga sebaliknya dengan

suatu perbuatan fisik dapat menimbulkan beberapa perbuatan pidana.

1 Wirjono Prodjo Dikoro, Op. cit. Hlm. 14
2 Usman Simanjutak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum. (Jakarta: Bina Cipta, 1994), Hlm. 95



Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma-

norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha

pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.3

Menurut Moeljatno menyatakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan

hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan

tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial.4

Satochid Kartanegara memakai istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana (tindakan) mencakup

pengertian/berbuat dan/atau pengertian melakukan, tidak berbuat, tidak mencakup pengertian

mengakibatkan dan/atau tidak melakukan. Istilah peristiwa pidananya hanya menunjukkan

kepada manusia, sedangkan terjemahan pidana untuk strafbaar feit adalah sudah tepat.5 Menurut

Utrecht mengemukakan bahwa peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan hukum atau

melalaikan akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan.

Menurut Zainal Abidin Farid menggunakan istilah delik dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal;

2. Bersifat ekonomis;

3. Tidak menimbulkan kejanggalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, (bukan

peristiwa, perbuatan, yang dipidanakan tetapi perbuatannya); dan

4. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh korporasi.

3 Wirjono Prodjodikoro, Op. cit. Hlm. 1
4 Moeljatno. Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hlm. 9
5 Kanter dan Sianturi, 1982, Hlm. 208



Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh

masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.6 Menurut

Van Hamel merumuskan “strafbaar feit” itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya

ditambahkan dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.7 Menurut Pompe

merumuskan bahwa“strafbaar feit“ adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban

hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar

untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.8

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa: untuk menerjemahkan istilah tersebut beliau

menggunakan istilah perbuatan pidana dengan alasan: perbuatan adalah perkataan lazim

digunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan

sebagainya.9 Menurut Utrecht bahwa peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan hukum atau

melalaikan ataupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau

melalaikannya).10

Menurut Simons merumuskan bahwa ”strafbaar feit“ adalah suatu handeling

(tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan

hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu

bertanggungjawab.11 Kemudian Simons membaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu:

1. Unsur subyektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggung jawab

(toerekeningsvatbaar) dari petindak.

6 Roeslan Saleh, Op. cit. Hlm. 10
7 Sianturi, 1996, Hlm. 205
8 Ibid
9 Kanter dan Sianturi, Op. cit. Hlm. 207
10 Kanter dan Sianturi, Op. cit. Hlm. 206
11 Sianturi, Op. cit. Hlm. 205



2. Unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah

tertentu.12

Rumusan pengertian tindak pidana (straafbaarfeit) yang dinyatakan oleh Simons juga diatur

dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (principle of legality) atau dalam bahasa

latin biasanya dikenal dengan Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali yang

maksudnya bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak

ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ketentuan yang selaras dengan asas

tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Tindak pidana dapat dibagi menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti

bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan

tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu

dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada

perbuatannya, misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada

selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat

yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang

dipertanggungjawabkan dan dipidana, tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan

akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada

menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul

untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya

12 Ibid.



wujud perbuatan. Selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud

perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat

terlarang tersebut.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau

criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk

menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu

tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru tahun 1991/1992 dirumuskan bahwa

pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif pada tindak pidana

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi

syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya

itu, sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana,

maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Pasal 27 konsep KUHP

1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif

ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subyektif kepada pembuat yang

memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi

pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak

pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana

karena perbuatannya itu. Penjelasan Pasal 34 menyatakan bahwa tindak pidana tidak berdiri



sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap

orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, untuk dapat

dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan

diteruskannya celaan (vewijbaarheid) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai

tindak pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi

persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda, menurut Pompee terdapat padanan

katanya, yaitu aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar. Orangnya yang aansprakelijk

atau verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang

dipertanggungjawaban kepada orang. Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban

pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai

alternatif, dengan demikian pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak

dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan

dan perkembangan masyarakat.

C. Tinjauan Tentang Pemidanaan

L.H.C. Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (the sentencing system)

adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan (the

statutory rules relating to penal sanction and punishment).13 Menurut Barda Nawawi Arief,

apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau

penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup

keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu

13 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002), Hlm. 23



ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum

pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif,

Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan

sistem pemidanaan.14

Barda Nawawi Arief berdasarkan pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan aturan

perundang-undangan (the statutory rules) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat

dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa

aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya

merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.15

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) di bidang hukum pidana substantif

tersebut terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan khusus (special rules). Aturan umum

terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku

III, maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya

memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang

menyimpang dari aturan umum.16

Masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan pada dasarnya dibagi atas dua teori yaitu:

1. Teori Retribution atau teori pambalasan.

2. Teori Utilitarian atau teori tujuan.17

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

14 Barda Nawawi Arief, Op. cit. Hlm. 129
15 Ibid.
16 ibid. Hlm. 136
17 Muladi dan Barda Nawawi Arif. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1998), Hlm. 17



1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;

2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk

tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;

3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;

4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk

memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanan bertujuan untuk:

1. Pencegahan (prevention);

2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang

lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;

3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja

(misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan

tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak

membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori retribution maupun teori utilitarian pada dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi

pidana/hukuman terhadap penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki antara

kedua teori itu yang membedakannya. Tujuan pemidanaan atau penghukuman di sini

dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak

pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam terhadap



konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu harus dilihat secara luas,

artinya penderitaan itu merupakan obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat

merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak

mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

D. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana dan sejarah

membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Kata korupsi dalam

Bahasa Indonesia adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang atau

korupsi juga diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau uang

perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Menurut Andi Hamzah korupsi dapat

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:18

1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum di berbagai bidang kehidupan;
2. Korupsi timbul karena ketidaktertiban di dalam mekanisme administrasi pemerintahan;
3. Korupsi adalah salah satu pengaruh dari meningkatnya volume pembangunan yang relatif

cepat, sehingga pengelolaan, pengendalian dan pengawasan mekanisme tata usaha negara
menjadi semakin komplek dan unit yang membuat akses dari birokrasi terutama pada
aparatur-aparatur pelayanan sosial seperti bagian pemberian izin dan berbagai keputusan,
akses inilah yang melahirkan berbagai pola korupsi;

4. Masalah kependudukan, kemiskinan, pendidikan dan lapangan kerja dan akibat
kurangnya gaji pegawai dan buruh.

Pengertian korupsi tergantung dari sudut pandang setiap orang dan bagaimana korupsi itu terjadi

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditandai dengan belum terdapat keseragaman

dalam merumuskan pengertian korupsi. Menurut W. Sangaji menyatakan bahwa korupsi adalah

perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk

mempermudah keinginannya dan mempengaruhi penerima untuk memberikan pertimbangan

18 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. (Jakarta: Sapta Artha Jaya, 2003), Hlm. 51



khusus guna mengabulkan permohonannya.19 Lebih lanjut W. Sangaji menyatakan definisi

tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut:20

1. Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang memberikan hadiah berupa
uang maupun benda kepada si penerima untuk memenuhi keinginannya;

2. Korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang menerima imbalan dalam menjalankan
kewajibannya;

3. Korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menggunakan uang negara atau milik
umum untuk kepentingan pribadi;

4. Korupsi merupakan perbuatan-perbuatan manusia yang dapat merugikan keuangan dan
perekonomian negara;

5. Korupsi merupakan perbuatan merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang
alain sebagai akibat pertimbangan ilegal.

Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang

No. 3 Tahun 1971. Pengertian korupsi dalam pengertian yuridis tidak hanya terbatas kepada

perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negaara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang

merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Pengertian korupsi berdasarkan Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, yaitu sebagai berikut:

Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau
perekonomian negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya
bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan secara langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara (Pasal 3
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

19 W. Sangaji. Tindak Pidana Korupsi. (Surabaya: Indah, 1999), Hlm. 9
20 ibid.



Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415,
416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

Rumusan tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) serta

gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat(1) dan ayat

(2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

3. Kelompok delik penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 huruf a Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion) sebagaimana diatur dalam

Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Kelompok delik pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana

Korupsi.

6. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan sebagaimana

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 huruf g dan huruf i Undang-Undang No.



31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

Berdasarkan 6 (enam) kelompok delik di atas, hanya 1 (satu) kelompok saja yang memuat unsur

merugikan negara diatur di dalam 2 pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3, sedangkan 5 kelompok

lainnya yang terdiri dari 28 pasal terkait dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara negara

atau pegawai negeri dan pihak swasta. Pelaku tindak pidana korupsi adalah orang pribadi

maupun korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 10 KUHP membedakan antara pidana pokok dengan pidana tambahan, yaitu pidana pokok

terdiri atas (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan (4) pidana denda; sedangkan

pidana tambahan terdiri atas (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang

tertentu, dan (3) pengumuman putusan hakim. Mengenai berat ringannya pidana pokok yang

akan dijatuhkan pada si pembuat dalam vonnis hakim telah ditentukan batas maksimum

,khususnya pada tiap-tiap tidak pidana. Majelis hakim tidak boleh melampaui batas maksimum

khusus tersebut, sedangkan batas minimal khusus tidaklah ditentukan, melainkan batas minimal

umumnya, misalnya pidana penjara dan kurungan minimal umumnya satu hari.

Adapun bentuk-bentuk pidana yang dimuat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang

diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu dapat dijatuhkan pidana mati, pidana

penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun atau paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan

denda. Selain itu dapat dikenakan pula pidana tambahan berupa:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak

bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk



perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang

yang menggantikan barang-barang tersebut.

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang

diperoleh dari tindak pidana korupsi.

3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian

keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, pidana

pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3

(sepertiga). Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi

sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika

dibandingkan dengan hukum pidana umum.


